
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Daerah Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang penataan pengelolaan Inovasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan pelayanan publik
yang mudah, murah, cepat dan transparan, maka perlu
penataan pengelolaan inovasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala.

Menimbang

BUPATI BARITO KUALA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENATAAN PENGELOLAAN INOVASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 40 TAHUN 2019

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintah Daerah
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa
dany atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATITENTANGPENATAANPENGELOLAAN
INOVASIDILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENBARITO
KUALA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor34).

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Inovasi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 1010-2025;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Inovasi Daerah berbentuk :
a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

Pasa] 5

Bagian Kedua
Bentuk Inovasi Daerah

SKPD wajib membuat inovasi unggulan untuk mengatasi permasalahan
strategis SKPD dan mendukung pengembangan inovasi Kabupaten melalui
program satu SKPDsatu inovasi setiap tahun.

Pasal4

Bagian Kesatu
Kewajiban

BABII
KEWAJIBAN,BENTUKDANKRITERIAINOVASIDAERAH

Inovasi Daerah diselenggaraan berdasarkan prinsip :
a. Peningkatan efisien;
b. Perbaikan efektivitas;
c. Perbaikan kualitas pelayanan;
d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
f. Dilakukan secara terbuka;
g. Memenuhi nilai kepatuhan; dan
h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri

sendiri.

Pasa13

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggraan
Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagimana dimaksud pada ayat (1), sasaran
Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan publik;
b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. Peningkatan daya saing Daerah.

Pasal2

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi /Iembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong
Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.



( 1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola
dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikelola
secara terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito
Kuala.

Pasal9

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah
(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi surnber daya
Daerah.

Pasal8

BABIl!
INFORMASI INOVASI DAERAH

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :
a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. Memberimanfaat bagi Daerah danfatau masyarakat;
c. Tidak mengakibatkan pembebanan danfatau pembatasan pada

masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;

d. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e. Dapat direplikasi.

Pasal7

Bagian Ketiga
Kriteria Inovasi Daerah

(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c merupakan
segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang
meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis
dan bentuk barang/jasa publik.

(1) Inovasi tat a kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah
Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi
manajemen dan pengelolaan unsue manajemen.

Pasa16

b. lnovasi Pelayanan Publik; danfatau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN NOMOR

Ir. ABDUL MANAF

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal B SerteJ'Ylber . 2019

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal (] s.~ 1 f;<ber !9

~ BUPATI BARIT,Q UALA"

c

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

BABV
KETENTUAN PENUTUP

(1) Pembinaan dan pengawasan inovasi daerah dilaksanaan oleh Bupati dan
Tim Inovasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Melaksanakan bimbingan teknis
b. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan
c. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi
d. Melaksanakan penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan inovasi

(3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Melaksanakan penyusunan database inovasi
b. Melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan
c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan inovasi

Pasal 10

BABIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

. . ," .


